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ABSTRAK 

 

Selly Delviana Eka Suci / 
21233086 

: Implementasi Pemungutan Pajak Air 
Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota 
Padang Nomor 79 tahun 2021 di Kota 
Padang 

Dosen pembimbing  : Chichi Andriani., SE. MM 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemungutan Pajak 
Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021di Kota 
Padang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi 
Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021. Pada Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di di jalan Moh.Yamin No. 70, 
Kel Kampung Jao, Kec Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif dan 
teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi dan wawancara 
langsung dengan instansi terkait. 

Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter Dan Van Horn  yang terdiri dari 
enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan,sumber daya, karakteristik badan 
pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik, sikap pelaksana, dan komunikasi 
antar badan pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 sudah 
dimplementasi, namun penerapannya belum optimal. Hal ini dilihat dari sumber 
daya manusia di Bapenda kota padang terlihat bahwa jumlah staf yang belum 
memadai antara yang memungut serta yang terjun kelapangan Serta ketidak 
tegasan aturan dalam memberlakukan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak 
sehingga tidak memberikan efek jera jika terjadinya pelanggaran terhadap 
pemungutan pajak air tanah. Serta minimnya kesadaran wajib pajak air tanah 
sehingga kendala tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak air 
tanah di kota padang. 

 

 

Kata kunci : Pajak Air Tanah, Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan perekonomian masing-

masing daerah, maka setiap daerah membutuhkan dana untuk mewujudkan 

perkembangan serta pembangunan disuatu daerah. Salah satu sektor dalam 

pendapatan daerah bersumber dari pajak. Pemerintah Kota Padang melalui 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai Instansi yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Serta 

menjadi pengelola pajak daerah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan 

yang bersumber dari pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini 

memiliki peran yang sangat penting sebagai jalannya pembangunan daerah. 

Pemungutan pajak daerah sendiri sangat berperan penting dalam kesejahteraan 

masyarakat. 

Pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup 

berpotensi di Kota Padang. Menurut Marihot (2016) pengenaan pajak air tanah 

tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia. Hal 

ini berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah 

kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidaknya suatu jenis pajak kabupaten/ 

kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah, maka 

pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang 

Pajak Air Tanah yang dimana akan menjadi landasan pengenaan serta 

pemungutan pajak air tanah di kabupaten/kota tersebut. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Air Tanah, pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas 

pengambilan / pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud ialah air yang 

terdapat pada lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan 

tanah. Subjek air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. 

Sedangkan objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air 

yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada pada permukaan 

tanah dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, 

pertanian,perikanan rakyat,peribadatan,serta pengambilan atau pemanfaatan 

air tanah lainnya yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah. 

Badan pendapatan daerah kota padang merupakan salah satu instansi yang 

berwenang melakukan pemungutan pajak air tanah.  Pajak air tanah menjadi 

salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. 

Berdasarkan informasi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 

wajib pajak harus membayar pajak air tanah yang terutang setiap bulannya. 

Sesuai dengan surat ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah 

.Diterbitkan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Padang. Tercatat pada kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Target dan realisasi penerimaan 

pajak Air Tanah tahun 2019 -2023 sebagai berikut : 

 

 



3 
 

 
 

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air tanah Tahun 
2019-2023 

Tahun Target Penerimaan 
Pajak Air Tanah 

Realisasi 
Penerimaan pajak 

Air Tanah 

Persentase 

2019 Rp 3.000.000.000,00 Rp 794.875.694,00 26,50% 
2020 Rp 900.000.000,00 Rp 911.062.239,00 101,23% 
2021 Rp 1.200.000.000,00 Rp 1.084.030.457,00 90,34% 
2022 Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.462.395.057,00 115,41% 
2023 Rp 5.000.000.000,00 Rp 3.099.227.143,00   61,99% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang,2024 

Berdasarkan  tabel 1. Diatas dilihat bahwa penerimaan pajak air tanah di 

kota padang tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Dikarenakan 

adanya kenaikan atau pun penurunan realisasi penerimaan pajak air tanah 

setiap tahunnya.  Realisasi pada tahun 2022 menjadi 3,4M yang melebihi dari 

target yang diharapkan dikarenakan masi banyaknya wajib pajak yang tidak 

mengetahui tentang kenaikan akan pembayarn pajak air tanah yang harus 

dibayarkan. oleh karena itulah realisasi pendapatan pada tahun 2022 

mengalami kenaikan. Namun dengan kenaiakan dalam pembayaran pajak air 

tanah ini membuat wajib pajak meminta pengurangan dalam pembayaran 

pajak air tanahnya.  

Pada tahun 2023 target yang dibebankan ke pada Bapenda kota padang 

mencapai 5M yang dimana mengalami peningkatan kenaiakan target 

dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi raelisasi penerimaan pajak air tanah 

pada tahun 2023 tidak mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut 

dikarekan ketidakpatuhan wajib pajak air tanah dalam membayar pajak.dan 
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juga keberatan yang terjadi akibat kenaikan dalam pembayaran pajak air 

tanah.  

Terjadinya fluktuasi ini bisa saja diakibatkan dari kurangnya kesadaran 

wajib pajak dalam  melakukan pembayaran pajak. Dikarenakan pemerintah 

Kota Padang baru menerapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 

2021 pada bulan September 2021. Oleh karena itu untuk melihat realisasi 

penerimaan pajak air tanah per bulannya sebelum dan susudah diterapkannya 

peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini yaitu pada bulan 

januari 2021 hingga april 2022. Berikut adalah target dan realisasi 

penerimaan pajak air tanah januari 2021 hingga april 2022 sebagai berikut : 

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Bulan Januari 
2021   hingga bulan april 2022 Sebelum terjadi perubahan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dengan tarif pemungutan 
sebesar 20% 

Penerimaan 
pajak Air tanah 
/bulan 

Target pajak air 
Tanah 

Realisasi 
penerimaan pajak 
air tanah 

persentase 

Januari 2021 Rp 100.000.000 Rp 66.559.646,00 66,56% 
Februari 2021 Rp 100.000.000 Rp 68,537.348,00 68,54% 
Maret 2021 Rp 100.000.000 Rp 70.769.761,00 70,77% 
April 2021 Rp 100.000.000 Rp 67.892.188,00 67,89% 
Mei 2021 Rp 100.000.000 Rp 58.906.466,00 58,91% 
Juni 2021 Rp 100.000.000 Rp 70.847.758,00 70,85% 
Juli 2021 Rp 100.000.000 Rp 149.865.149,00 149,87% 
Agustus 2021 Rp 100.000.000 Rp 236.429.977,00 236,43% 
Sumber : Badan Pendapatan Daearah Kota Padang, 2024 

Berdasarkan Tabel 2. Diatas bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan 

Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak air tanah 

ini juga mengalami fluktuasi. Karena masi naik atau turunnya realisasi 
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penerimaan pajak air tanah. Pada peraturan sebelumnya tarif yang dipungut 

sebesar 20%. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan perubahan Peraturan 

Walikora Padang Nomor 21 tahun 2018 menjadi Peraturan Walikota Padang 

Nomor 79 Tahun 2021. Pada perubahan perwako ini membuat tarif 

pengumutan pajak air tanah menjadi 10%. Didasari sebagai upaya pemerintah 

dalam mengendalikan dan pemanfaatan air tanah agar terjaganya konservasi 

air tanah di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu berikut adalah tabel 

target dan realisasi dari bulan September 2021- April 2022 setelah penerapan 

Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 sebagai berikut :  

Tabel 3. Setelah terjadi perubahan peraturan walikota padang nomor 
79 tahun 2021 dengan tarif pemungutan sebesar 10% 

Penerimaan 
pajak Air tanah 
/bulan 

Target pajak air 
Tanah 

Realisasi 
penerimaan pajak 
air tanah 

persentase 

September 2021 Rp 100.000.000 Rp 90.081.547,00 90,08% 
Oktober  2021 Rp 100.000.000 Rp 73.013.217,00 73,01% 
November  2021 Rp 100.000.000 Rp 67.164.975,00 67,16% 
Desember 2021 Rp 100.000.000 Rp 63.962.404,00 63,96% 
Januari 2022 Rp 250.000.000 Rp 203.222.007,00 81,28% 
Februari  2022 Rp 250.000.000 Rp 217.293.986,00 86,91% 
Maret 2022 Rp 250.000.000 Rp 246.606.195,00 98,64% 
April 2022 Rp 250.000.000 Rp 240.692.372,00 96,38% 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2024 

 

Berdasarkan Tabel 3. Diatas dilihat bahwa pada awal penerapan peraturan 

Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 ini realisasi penerimaan pajak air 

tanah mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada peraturan 

baru yang ditetapkan masi belum mencapai realisasi yang dinginkan. Sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 tentang 
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Nilai Perolehan Air tanah, Harga Air Baku yang ditetapkan peraturan 

gubernur sebesar Rp 1.054/m3, hal ini menyebabkan kenaikan pajak yang 

tinggi dan membebankan pelaku  usaha. Pemerintah daerah  menyadari bahwa 

penetapan Harga Air Baku sebesar Rp 1.054/m3 didasari sebagai upaya 

pemerintah dalam mengendalikan dan pemanfaatan air tanah agar terjaganya 

konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan ketidakpatuhan 

yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga ketidaktegasan Bapenda maupun 

sanksi yang ditetapkan tidak membuat jera wajib pajak yang nakal. Oleh 

karena itu pendapatan penerimaan pajak air tanah berjalan sesuai dengan 

target yang diharapkan. Selain  itu adanya kendala dalam melakukan 

pendataan wajib pajak serta pengawasan terhadap pelaksaan pembayaran 

pajak air tanah. Serta masi ditemukan wajib pajak yang tidak memakai 

meteran air hal tersebut termasuk ke dalam tantangan dalam mengahdapi 

permasalahan penerimaan pajak air tanah. 

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak khususnya 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menyusun strategi optimalisasi 

penerimaan pajak air tanah.Hal ini terjadi tentu perlu adanya dukungan 

pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan pegawai Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang dan juga kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk 

melakukan pembayaran Pajak Air Tanah. Peraturan Walikota Padang Nomor 

79 Tahun 2021 ini berjalan dengan baik atau perlu ditinjau kembali.  

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai 

Implemantasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota 
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Nomor 79 Tahun 2021. Apakah penerapannya sudah maksimal atau pelu 

dilakukan peninjauan kembali maka, peneliti bermaksud penyusun tugas akhir 

Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan 

Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas peneliti dalam 

penelitian ini yaitu :  

1) Bagaimana implementasi pemungutan pajak air tanah berdasarkan 

Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang ? 

2) Apa hambatan dalam implementasi peraturan walikota padang nomor 

79 tahun 2021 tentang nilai perolehan air tanah ? 

3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penerapan 

Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dalam rangka 

meningkatkan pendapatan penerimaan pajak air tanah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1) implementasi pemungutan pajak air tanah berdasarkan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang  

2) hambatan dalam implementasi peraturan walikota padang nomor 79 

tahun 2021 tentang nilai perolehan air tanah  

3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penerapan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan 

pendapatan penerimaan pajak air tanah 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan dampak dari kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 

Tahun 2021 

2) Mampu memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat yang 

berhubungan dengan pembayaran pajak air tanah 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis 

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis 

mengenai implementasi peraturan walikota no 79 tahun 2021 tentang 

Nilai perolehan Pajak Air tanah serta menjadi pedoman untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2) Bagi Kantor Bependa Kota Padang 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bapenda dan menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan dalam Implementasi Peraturan Walikota 

Padang Nomor 79 Tahun 2021. 

3) Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta memberikan informasi 

mengenai implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 

2021 

 

 


